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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Permasalahan lingkungan hidup Sumatera Barat pada tahun 2010 – 2015 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, lahan, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan rumah tangga (limbah domestik), sektor transportasi, industri dan jasa. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas antar provinsi.

Persoalan lain adalah isu dunia peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim merupakan yang perlu direspon dengan melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dimana target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK) Nasional sebesar 26% di tahun 2020 di bawah kondisi biasa (business as usual) merupakan komitmen yang harus ditindaklanjuti diantaranya melalui peningkatan pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta menahan laju deforestasi dengan melibatkan lembaga/instansi yang menangani sumber-sumber penghasil polusi yang berada di daerah.

Di sisi lain kelembagaan yang menangani lingkungan hidup di daerah masih dihadapkan pada persoalan koordinasi dan keterpaduan lintas disiplin, sektor, daerah, dan bahkan lintas generasi. Provinsi Sumatera Barat dengan luas ± 4.229.730 km2 dan berpenduduk ± 4,76 Juta jiwa yang bermukim di 19 kabupaten dan kota, tentu memiliki spesifikasi persoalan lingkungan yang berbeda-beda pula. Apalagi bila melihat kepada sumber daya kehutanan dengan luas 2.600.286 ha (±61,48%) yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dengan tingkat endemik yang tinggi. Kondisi ini didukung pula oleh topografi alamnya yang diapit oleh 2 (dua) Kawasan Cagar Alam Biosfer Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan, serta hamparan Kawasan Bukit Barisan yang sudah pasti kesemuanya itu memerlukan koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral dalam pengelolaannya.
Tanpa daya dukung lingkungan hidup tujuan pembangunan akan sulit tercapai. Selama tahun 2004 sampai 2010, berbagai persoalan dan bencana lingkungan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.  Terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang diperparah dengan terjadinya berbagai bencana susulan, seperti longsor dan perubahan iklim serta hujan yang sangat ekstrim memusnahkan berbagai potensi sumber-sumber daya alam. Dalam periode setelah terjadinya bencana, lingkungan hidup Indonesia, khususnya Sumatera Barat menghadapi tantangan amat berat akibat hilang dan rusaknya sumber daya alam dan meningkatnya pencemaran lingkungan, yang dapat menyebabkan terhentinya kemajuan pembangunan. Kerusakan terus-menerus pada lingkungan akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan menghambat pertumbuhan, serta menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya. 

Berbagai persoalan lingkungan hidup sudah terjadi dan bahkan beberapa di antaranya terus berlanjut di Propinsi Sumatera Barat seperti degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya kelautan, aktifitas illegal logging, perladangan berpindah, penambangan liar (PETI), pencemaran air dan udara hingga pelanggaran hukum lingkungan. 
Bila diidentifikasi lebih lanjut, berbagai permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor, terutama adalah masih terjebaknya pada paradigma lama bahwa kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan segala sumber dayanya masih didasarkan atas pemenuhan tuntutan ekonomi belaka yang dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah angka penduduk dengan segala aktifitasnya. Selain itu pertimbangan ilmiah dan daya dukung lingkungan juga belum sepenuhnya dijadikan parameter utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Ke depannya kita berharap, kegiatan pemanfaatan lingkungan beserta segala kandungan sumber dayanya, lebih diutamakan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga mampu menopang keberhasilan keberlanjutan pembangunan.
Sebagaimana juga diamanatkan di dalam UU No. 32 tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Di samping permasalahan lingkungan hidup yang semakin meningkat, namun sisi lain komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan dihasilkannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah besar dan kemauan politik yang kuat untuk meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang. Beberapa perbedaan mendasar antara UU no 32 tahun 2009 dengan  UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

UU nomor 32 tahun 2009 juga mewajibkan penataan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagai syarat utama pelaksanaan pembangunan. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu alat bantu melalui perbaikan  kerangka fikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. KLHS bisa menentukan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi  keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap dari penjabaran RTRW. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak lingkungan dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, selama ini telah dilaksanakan kerjasama antar daerah baik Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera dan kabupaten/kota serta provinsi dengan provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, misalnya dalam penentuan daya tampung sungai Batang Kampar dan sungai Batanghari antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau dan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi. Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan bukan hanya dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) tetapi bisa juga dalam pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional dan RTRW.

Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi akan semakin kompleks baik substansi permasalahannya maupun cara penanganannya.  Selama ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti peningkatan kapasitas kelembagaan institusi pengelola lingkungan hidup di provinsi maupun kabupaten/kota, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan kepatuhan industri dalam pelaksanaan peraturan lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Disamping itu, selama kurun waktu 2004-2009 Kementerian Lingkungan Hidup sudah menghasilkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah sebagian sudah selesai dan sebagian sedang disusun termasuk juga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada kabupaten/kota termasuk Komisi Penilai Amdal, pengawasan dan perizinan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3. Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya dengan lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi 6 Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari, sesuai dengan Arah dan Kebijakan pembangunan nasional.

Pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahap II, permasalahan lingkungan hidup yang akan kita hadapi semakin berat dalam merehabilitasi lingkungan hidup. Untuk penanganan permasalahan- permasalahan tersebut, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat akan menyusun Rencana Strategis Bidang Lingkungan Hidup tahun 2010 - 2015. Dalam dokumen tersebut, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan 7 (tujuh) program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam. Target yang hendak dicapai pada lima tahun diantaranya adalah penurunan jumlah hotspot sebesar 4% pertahun (dari 20%), penghentian kerusakan lingkungan di 2 SWS (dari 9 SWS),  6 DAS (dari 27 DAS) Lintas Provinsi, pengawasan 51 DTA (dari 51 DTA), 2 Danau (dari 5), meningkatkan pemulihan lahan kritis dan penekanan laju deforestrasi (pengundulan), rehabilitasi pasca gempa serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015;

19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja, Pengukuran Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahunan supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu dilingkup Lingkungan Hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lintas sektor, wilayah, dan lintas Kabupaten/Kota.

Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Sumatera Barat dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bapedalda Provinsi Sumatera Barat juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan lingkup Lingkungan Hidup. Selain itu, dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun kedepan.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB
I 
PENDAHULUAN 

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD. 
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Visi dan Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Renstra K/L dan Renstra SKPD Lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Memuat Indikator Kenerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran.
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